
GUBERNUR KEPURAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN臆GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR g TAHUN 2022

TENTANG

pERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG,

a. bahwa perkembangan kemaJuan teknoIogi digital yang saIlgat

pesat telah merubah cara berinteraksi dan berkomunikasi
masyarakat sehingga perlu adaptasi dengan Penyebarluasan

Informasi yang memanfaatkan TeknoIogi Informasi dan

Komunikasi ;

b. bahwa pengembangan strategi komunikasi selain dilakukan

secara langsung (tatap muka), Z”ebs訪e dan media massa juga

perlu ditingkatkan melalui kemitraan dengan kelompok
informasi masyarakat agar informasi dan pemberitaan lebih

efektif dalam mer寸angkau masyarakat luas sehingga Peraturan

Gubemur Nomor 18　Tahun　2019　tentang Penyebarluasan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perlu

diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan

Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor

18　Tahun　2019　tentang Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat　: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor　4O Tahun 1999　tentang Pers

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Ne喜ara Republik Indonesia臆Nomor 3887) ;

3'　Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2000　Nnomor　21臆, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



二王五重ma豆i Pub肱(車吏主筆‾N繋ar室
2008臆　No血Or　61,三Ta重

商如卑eSia Nomor 48生6) ;
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三6. Undarlg÷Undang葛N6in9r 30 Tahun臆2014 tentang二Admirristrasl
一二　ferrIer車tahan (Lerpbaran二Negara∴Rebubl塾‾ Ind亭1eSia Tahun

二　2O14 Nomc!r 292’臆Tamb起an l軸ararr Negara= ‾Republik

三一唖onesi坤O皿Or 5601)臆;二

二一7二Peraturan Pe垂諒inta虹　N壷n証書臆61 Tahuh　豹lO tentang
‾‾ ‾二　pel証sanaan Undang-Undang臆蝉血9r 14‾ fahun ‾2OO8 tenta鼠g

葛　tentang Keterbuk蒜n工nformasi F屯blik ‾(Le軸araEn =‾Negara

Republik臆Indonesia Tahun　201C∴Nomor　99-, Tambahan

Lembaran Negara Republi叫ndonesi=臆Nomor 5357主

8. Peraturan Pemerintah∴Nomor‾ 12 」Tahun　2017　tentang

Pembinaan din Pengqwasan Penye王en衰証aa丘　Pemerintah
-　Daerah (Lembaran Negara Republik請ddnesia Ta丘un 2017

「embaran Negara Repubhk王ndonesla

Norqor 73; Tambahan

Nomor 6041;

輩
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tentang pedoman Pel証sanaan Tugds　‾Kehumasarl di

臆　Lingkungan臆臆Kementer壷n Dalam Negeri dan Pemeri血tah

臆Daerah (Berita Neg亘・a蒔publik_Indonesi±王ahunこ2O i l Nomor

131);

11. Peraしuran Menteri Pe櫨dayagunaan　Åparat廿r Negara dan

Reformasi Birokrasi No祖Qr 55 Tahun 201 1 tentang Pedoman

Umum HubuI王gan臆Media臆二di Lingk草1gan Instansi Pemerlntah

臆(Berita Ne料手a Eepublik上nヰOneS主a Tahun-却12 Nomor 337);

∴ 12.臆Peraturan Menteri Koinunika義- dan Irfr壷na七麗Nomor 8

Tah正n　2019峰ntarig∴Penye‡eflgga千aan ngS早耳Pe皿erintah
-　Konkuren Bidang‾Korm嚢蛭si da毒- ‾主n龍淫蛸島盆唾a嘩eritcI Negara一

書Republik_臆Indo壷esia Tah母n 2019 Nomor lO2争);

「 13. Peraturan Daerah Prov証si Kapulauan Bangk盆Belitung NoinQr

6　Tahun　2O19　tentang K錐erbukaan I如rrfIaSi二二p盲bl主k

(Lembaran Daerah Prov垣si Kepu嚢uan Bangka Beiitung Ta由

2019 Nomor 4 Seri B);

am Negeri Nomor 13　Tahun　201]



Menetapkan　臆し　PERATURAN　臆GUBE邸UR　二TENTANG

曲良ÅTURAN GUBERNUR NOMOR 18

PERU BAHAN　　-ATA S

TAHUN　2O19　T

臆　PENYEBARLUASAN　　臆INFORMASI PENYELENGGARAAN

二二‾臆PEMERINTAHAN DI二LING遁JNGAN ‾ PEMERENTAH　‾PROVINSI

二　一KEPUIAuAN BÅNGKA BELITUNG.

PasalI

Beberapa Keterltuan daiam Peraturan Gubernur No血Or- 18 Ta垣n

2019　tentang　臆Penyebarlu争San Ihformasi ∴penyelenggarain

pe董erintahan di L垣gkungap- Pe血erintah Provin軍i Kepulauan

轟蓬ka Belitung (Berita D泰rah Provinsi Kepulauah Bangka

Belit車g Tahun 2019 Nomor臆15 Seri E) diubah sebaga上berikut‥

1. Ketentuan Pasa1 1 dita車ahkan l (satu) angka, yakni angka

16; Sehingga Pasal l berbunyi sebagai berikut:

ーPasall

Dalam Peratura租臆臆Gubemur ml yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung・

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

3. Gubemur ada王ah Gubemur Kepulauan Bangka Belitung・

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di- 1ingkungan

pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung・

5. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat

daerah yang ada di lingkungan Penerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung・

6. Dinas Komunikasi臆dan Informatika yang臆Selar互utnya

disebut Diskominf〇二adalah Dinas Komunikasi dan

∴ _ Informatika Provinsi臆Kepulauan Bangka Belitung yang

membidangi informasi d祖如munikasi publik Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bahgka Belitung・

7. Kepala Diskominfo adalah kepala dinas yang membidangl

informasi dan komunik盆si publik Pemerintah P干ovmSI

Kepulauan Bangka Belitung

8. PQjabat Kehumasarl Pemerintah Daerah ProvmSI

Kepulauan Bangka Belitung yang‾ sela垂utnya disebut

pejabat Kehumasan書証alah ‾垂jalJat StruCtural dan atau

p匂abat fungsional pada per云ngkat daerah yang

membidangi informasi- dan komunikasi publik・

9丁Petugas Kehumasarl adalah Pegawai Negeri?ipil dan atau

calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan

pe垂njian Ke垂disingkat PPPK pada p単angkat- daerah

yang melaksanakan事ugas kehumasan・

ro. Hubungan Masyarakat yang selar車utnya disebut Humas

adalah aktivitas Ler車aga d託寸atau individu penyele雪gara

pemerintahan daer証yang Jrselakukan紅ngsl manaJemer]

dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik

_　Pemangku kepentingan dan sebaliknya・



1 1. Informasi

二tanda-ta五l
臆baik datd;

d王dengar, da租

keIriasan dan
∴　tekrioIog圭‾infor亘asi

書聖uelektronik∴ ‾‾

1 2.臆Penyebarluasan In」

Pernyataan, - g±gaミan‾一dan_

anduhg

ang車sa垂karlニー軽重遺書berbakai

sesuai dengan / perkeI壷bang争n

korinnikaSi二se6ara‾ elek缶もnik二dan_

宣d争la_h kegiatan menyampalkan

ーinformasi kepadal請aSyar姦通騒ususnya melalui media

maSSa.

13. Data dan informasi臆盆碧alah data ∴dan- informasi d争rl

perangka亡　dagrah‾ ‾ya轟　disa臓pai±an ke車も　車eia車型

daerah ‘yan豊mem芋羨isian臆blangkる玉もsu逗d腿gan臆kode/

一　nOmOry早耳g去da.

二‾ 14"Tim Editof Kehumas冬n臆yang Sela垂utriya二謎ebut Tml

‾ Editor adalah‾ tim yahg dibentuk guna membantu草Qjabat

臆「 kehumasan dalam二menganalisa dafa dan informa舌i

kebijakan、 PrOgram, dan/at奮u kegiatan perangk辞Cfaerah

sebelum dilak亘k委n pe工主yebarl尊asan infor血争si・

臆15.Media Massa adalah≡sarana penyamPalan PeSarl yang

merupaka蝶臆ala亡komtinikasi daぬm penyebarluasan berita

kepa_da masyarakat∴

16. Kelompok InforinaSi Masyarakat atau kelompok seje皿is

lainnya yang selanjutnya disingkat KIM adalah keIompok

yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat secara
mandiri dan krea描　yang aktivitasnya melakukan

penegelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat

dalam rangka mening垣tkan nilai tambah.

2. Ketentuan Pasa1 3 diub牟h, Sehingga Pasa1 3 berbunyi sebagal

berikut:

牽a善a13

Peraエuran GubQr鵜親r ini be主七重uan:

生. - mendorong profesioI頚Hsme kerja kehum盆sa三I Pemerintah

Daerah dalam pub]韮凄Si informasi kebijakan program

dan/atau臆keglatan Sehiriggq mamPu b料fuIlgSi sebagai

jembatan Pehyebarluasan Infor塊aSi車pada mas文arakat;

b・謹豊anpe豊諾詰ahま皿aSyarakat atas

c. mendukung。 Keterbt髭aan Infomasi Publik untuk

memberdayakan masyaraka.t daiam pe遍EI bangun貪n ;

d. terciptanya hubun蓉争n d印ga旗Media Massa dan Pemangku

Kepentingan yang har馳OnlS,臆S型ing me尊guntungkan serta

menipgkat呼a citra da‡註eputasi pemer轟ah Daerah ya正g

semakin baik; dan

e.皿eningkatnya_ Penya坤Palan data d象n inform翁i secara

cepat, tePat, akur象土darI te巧angkau kepada ma-S幸翠a車t・



‾ 3. Ketentuan Pasal ! a塑靖l[臆diubah, Sehingga Pas争1 5華rbi誼lyl

Sebagai berikut:

Pasa15

(1主Kepala Perangkat Daer社町enyediakan, melaporkap’車n

memberikan data dan informasi kebijakan, PrOgram

dan/atau kegiatan Perangkat Daerah setiap hari atau

paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan keb担kan,

program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah kepada
Gubemur melalui Petugas Kehumasan・

(2) Data dan informasi keb担kan, PrOgram dan/atau keg車an

yang ada di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. informasI Pembangunan Daerah;

b. informasi Keuangan Daerah; dan/atau

c. informasi lainnya.

臆(3) Kepala Perangkat Daerah dalam menyediakan, melaporkan,

dan memberikan Data dan Informasi kepada Pqabat

Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara:

a. 1angsung;

b. tertulis yang ditandatangani oleh p匂abat yang

bertanggungj awab dan/ atau penanggungjawab laporan,

atau

c. e-mail dan/atau aplikasi lainnya・

(4) Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyediakan,
melaporkan dan mfmberikan Data dan InfomasI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diker退kan sanksl

administratif berupa tQguran lisan oleh Gubemur・

4. Di antara Pasa1 6 dan Pasa1 7 disisipkan l pasal, yakni Pasa1

6A, Sehingga Pasa1 6A berbunyi sebagai berikut:

Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan Data

dan Informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat

dengan difasilitasi oleh PQjabat Kehumasan・

5. K。t。ntuan Pasal 14　ayat (2) diubah, Sehingga Pasa1 14

berbunyi sebagai berikut∴臆

(1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh PQjabat Kehumasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibantu

oleh Tim Editor yang dibentuk dengan Keputusan

(2) Tim Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darl

petugas kehumasan pada Diskominfo dan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.



6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, SehirIgga

Pasa1 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Data dan informasi yang telah selesai dianalisa oleh PQjabat
Kehumasan untuk sela車utnya dilakukan Penyebarluasan

(2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. 1angsung;

b. tuebs訪e atau portal Diskominfo;

c. media sosial;

d. media luar ruang; dan/atau

(3) Media Massa sebagaimana dimaksud pada a5fat (2) huruf e
harus memenuhi kriteria sebagai berikut: ‾

a. berbadan huku血Indonesia;

b. memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir

perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. mempunyai NPWP yang masih berlaku;

d. mempunyal nOmOr rekening atas nama badan hukum

yang masih aktif;

e. mempunyai visi dan mlSI Jumalistik yang jelas;

f. mempunyai struktur Dewan Direksi yang aktif;

g. dihapus・

h. tidak didanai dan/atau menerima da埠dari pihak

asing.

7. Di antara Pasal 15 dan Pasa1 16 disisipkan l BAB, yakni BAB

IⅡA, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

BABIⅡA

ASAS DAN PRINSIP HUBUNGAN MEDIA MASSA

8. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 pa?al’yakni Pasal

15A dan Pasa1 15B, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Asas penyebarluasan informasi Pemerintah D誓rah melalui

Media Massa meliputi:

a. faktual yaitu berlandaskan data dan informasi serta

fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan

kepentingan umum;



b・ keseimba寒g嬰睦k dan kewaj主ban yaitu kesetaraan臆hak

dan ke垂ib租　Pemeri出ah Daerah denga千l 」臆Media

Massa;

C. harmonis yaitu terciptanya hubungan yang salユng

menghargai,　mendukung,　Sinergi dan saling

menguntungkan diantara pihak yang terkait;

d. etis yaifu pelaksanaan iugas臆SeSuai -de血ga手1 etlka dan

kode etik yang ditetapkan;

e. kemitraan yaitu terbin貧　hubungan keIja yang balk

antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;

f. profesional yaitu mengutamakan keahlian,

keterまmpilan,臆Pengalaman dan konsiste耳　terhadap

tanggun由aⅥ〒ab; ‾

g・ tranSParan, yaitu penyediaan in鮎rmasi yang benar,

jujur dan tidak diskrininati鼻dan

h. akuntabel yaitu s卸iap kegiatan dan hasil kegiata・n

harus dapa_t dipertanggu劃awabkan・

(2) Dalam berhubur]gan唾亘gan Media Massa, Pemerintah

Daerah menggunakan prmSIP Sebagai berikut:

a. memahami dan menciptakan hubungan yang saling

mengu程tungkan;

b. membangun citra dan reputasl yang baik;

c. menyediakan informasi yang baik. akurat, tePat dan

jelas;

d. mendokumentasikan serta mengarsipkan- data dan

informasl;

e. mempersiapkan wawancara dan temu∴PerS dengan

P句abat publik;

f. memberikan kese型patan kepada wartawan untl克

membuk土ikan kebenarah (Verifikasi) ;

g・ membangun hubungan perso軽al yang kokoh dan

POSitif; dan
_ h. membangun dan memelihara keterbukaan, kejujuran,

keIjasama dan sikap saling menghormatl.

Pasal 15B

(1) Penyebarluasan Informasi s@lain sebagaimana dimaksu憲

dalam Pasa1 15 ay亀t (2) juga dapat dilakukan melalui

kemitraan臆denga-n Pemangku kepen互ngan’meliputi:

a. KIM;

b. kelompok media tradisiQnal;

c. kelompok s車卦egis; dan

d. komunitas pembuat konten positif.

(2) Kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meiiputi kegiatan pengembangan

dan pemberdayaan pemangku kepe虹ingan y争ng memiliki

potensi sebagai jejaring dalam Penyebarlu誌an informasi・



(3) Pengembangan da早Pemberdayaan pe中angku時penting争p

sebagaimana dimck♀ud‾ pada ayat (2) dilakukan臆dengan

a・ Pemetaan dan pendataan pemangku kepentingan;

b. dapat dilibatkan dalam forum diskusi, tUO枕sれap,

bimbingan tek証s dan kegiatan peningkatan literasi

informasl;

c. menyediakan data dan informasi untuk disebarluaskan

melalui media pemangku kepentingan;

d. dapat memberikan penghargaan bagi para pemangku

kepentingan y牛ng berprestasi; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan media

Pemangku kepentingan ・

(4) Hubungan Penyebarluapan Informasi dengan pemangku
kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas dasar臆keIja saina dan/atau kemitraan non

komersial.

9. Ketentuan Pasa1 20 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah,

sehingga Pasa1 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasa120

(1) Unsur bemilai Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d

menginformasikan nilai yang me調aga persatuan dan

kesatuan bangsa, bebas dari unsur suku’adat, raS dan

agama・

(2) Unsur bemilai Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana di血aksud pada ayat ( 1) terdiri atas:

a. penyampalan Pemyataan PQjabat pemerintah;

b. himbauan untuk tetap merHaga Negara Kesatuan

Republik Indonesia’Cinta produk Indonesia dan rela

berkorban untuk negara;

c. mengaktifan organisasi atau lembaga yang

mengembangkan karakter bangsa meliputi pramuka,

pasukan pengibar bendera pusaka, Palang merah
remaJa, Palang merah Indonesia, relawan siaga

bencana, 1embaga swadaya masyarakat, 1ingkungan

hidup atau lembaga lainnya;

d. penyajian ke巧a keras atlit dan pemuda/pemudi Daerah

dalam mencapal PreStaSi; dan

e. himbauan menghargal 」aSa Pahlawan dan warga negara

yang beIjasa membela tanah air・

10. Ketentuan Pasa1 22　ayat (3) diubah, Sehingga Pasa1 22

berbunyi sebagai berikut:

(1) P車bat Kehumasan melalui Kepala Diskominfo

m。mberikan laporan paling lambat l (Sa叫minggu setelah

pelaksanaan Penyebarluasan Infomasi Kepada Gubemur・



‾ (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat‾(1) merrlua宇∴ ‾

a. klasifikasi unsur nilai informasl;

b. bentuk atau media Penyebarluasan Informas主; dan

c. Media Massa yang memuat informasi・

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi

dengan lampiran kliping koran,臆dan pr流t ozJt infbrm隼si/

pemberita=a埠media o融れe Serta data analisa Media Massa

yang telah menyebarluaskan informasi・

PasalII

peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan・

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung一

詩誌需罵鴫謀諒g諦墓

ROSMANERZALDI


